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Salah satu fungsi hukum adalah menegakkan dan menemukan kebenaran. Dalam menegakkan dan
menemukan kebenaran tersebut di bentuklah apa yang dinamakan hukum. Hukum adalah aturan ciptaan
manusia untuk menjaga agar masyarakat dapat hidup tertib dan nyaman. Hukum dalam perkembangannya
ada yang tertulis dan tidak tertulis. Dalam mewujudkan kepastian hukum, hukum oleh manusia
dimanifestasikan dalam bentuk tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Manusia adalah mahluk yang
tidak sempurna dan dapat saja khilaf. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat sgja berbuat
kesalahan atau kekhilafan saat menerapkan hukum yang berakibat kepada dirugikannya para pihak yang
bersengketa. Selain itu, dimungkinkan pula hal yang samaterjadi pada tidak sempurnanya produk yang
dibuat oleh manusia dalam hal ini suatu produk perundang-undangan. Dalam meminimalisasi efek
kekhilafan hakim tersebut dan untuk menemukan kebenaran dan keadilan seadil-adilnya maka dalam kitab
hukum acara pidana diatur tentang upaya hukum. Upaya hukum menurut KUHAP terdiri atas upaya hukum
biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa dilakukan pada saat kekuatan hukum atas suatu putusan belum
berkekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa dilakukan bila suatu putusan telah
berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasaterdiri atas banding dan kasasi, sedang upaya hukum luar
biasaterdiri atas Kasasi demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Dalam kasus pembunuhan
aktivisHAM Munir dengan terdakwa pollycarpus, ia diputus bebas oleh majelis hakim pada tingkat kasas,
sebelumnya pada tingkat | ia diputus bersal ah atas tuduhan pembunuhan Munir dan divonis 14 tahun penjara
demikian pula ketika mengajukan banding di Pengadilan Tinggi, hakim menguatkan putusan pengadilan
tingkat | dengan memberikan hukuman yang samayaitu 14 tahun pengjara. Atas putusan bebas tersebut,
jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan korban mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali
karena menganggap telah terjadi kesalahan penerapan hukum (kekhilafan hakim) serta ditemukannya bukti
baru (novum) yang mana bila sgja hal tersebut diketahui sebelum putusan dibacakan maka akan
mempengaruhi hasil putusan hakim tersebut. Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa
penuntut umum hingga kini masih mengundang pro dan kontra dikalangan masyarakat.
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